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 Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisaa Rumangsa. 
 
 ا ًّ رَبَو يِتَدِلاَوِب ْمَلَو يِنْلَعْجَي ا ًّرا َّبَج ا ًّ يِقَش 
“dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang 
sombong lagi celaka.” 
(QS. Maryam : 32) 
 
 Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan, Ridho Ilahi 
karena ridhonya, Murka Ilahi karena murkanya 
Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada Ibumu, Bila kau 
patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada Ibumu 
 (Rhoma Irama) 
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ABSTRAK 
 
NUGROHO PRABOWO, E0009250, 2016, KONSTRUKSI HUKUM 
PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN 
SOLO. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya alas hak bagi 
warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai 
hunian serta mengetahui dasar legalitas timdakan pemerintah Kota Surakarta 
dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan 
Solo. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila 
dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian 
doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan 
hukum yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik studi 
kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen-dokumen, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara 
pengklarifikasian fakta hukum dengan pejabat instansi terkait.   
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa tidak 
ada alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai 
Bengawan Solo sebagai hunian. Hunian yaitu perumahan dan permukiman harus 
didirikan di kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman 
dan perumahan. dan bantaran sungai adalah kawasan yang dikembangkan sebagai 
jalur hijau guna pengendali banjir sehingga dilarang mendirikan bangunan di 
atasnya. Sedangkan dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam 
relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo 
adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
Warga masyarakat Surakarta disekitar sungai Bengawan Solo terkena luapan 
banjir. sehingga pemerintah Kota Surakarta sebagai wakil pemerintah pusat yang 
mengurusi kota Surakarta wajib bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir 
yang berdampak pada warga masyarakat Solo. 
 Implikasi teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara 
khususnya dalam penanganan permasalahan hunian warga masyarakat oleh 
lembaga atau instansi yang terkait, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil 
penelitian ini dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak 
yang terkait dan untuk penelitian lebih lanjut. 
 
Kata kunci : Alas hak, Bantaran sungai, Dasar legalitas, Relokasi, Pemerintah 
Kota Surakarta  
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ABSTRACT 
 
NUGROHO PRABOWO, E0009250, 2016, LAW CONSTRUCTION FOR 
SETTLEMENT ARRANGEMENT AT THE RIVERBANK OF 
BENGAWAN SOLO RIVER. Thesis, Faculty of Law of Sebelas Maret 
University. 
 This research aims to explore the existence of basic rights for citizens in 
using the banks of the Bengawan Solo River as a shelter and to examine the basic 
legality of the actions of the government of Surakarta in relocating residents who 
occupy the banks of the Bengawan Solo river. 
 This research is prescriptive and viewed from the objective, it included to 
the normative legal research or doctrinal research using study case approach. 
Types of legal materials used are in the form of legal materials of primary and 
secondary legal materials. The data collection technique implemented is the 
technique the study of literature in the form of books, legislation and documents, 
and interviews. Interviews were conducted by clarifying the legal facts to the 
officials of relevant agencies. 
 Based on the research and discussion obtained, it is concluded that there 
are no basic rights for citizens in using the banks of the Bengawan Solo River as a 
dwelling. Dwelling, which are residential housing and settlements should be 
established in the area that is designated as residential areas and settlements. The 
river bank is the region developed as a green area for flood control and it is 
prohibited to build on it. However, the basic legality of the government of 
Surakarta in relocating residents who occupy the banks of the Bengawan Solo 
River is Law No. 24 of 2007 on Disaster Management. Citizens of Surakarta 
around the Bengawan Solo River hit by floods. So, the government Surakarta as 
the representative of the central government in charge of Surakarta shall be 
responsible for flood prevention impact on the citizens of Solo. 
Theoretical implication of this research is to contribute ideas for the 
development of legal science specifically the State Administration Law, especially 
in managing the problems of shelter dwellings by the agency or related agencies. 
However, the practical implications are the results of this study can give input and 
additional knowledge to the stakeholders and to the further research. 
 
Keywords:  Basic rights, Riverbank, Basic legality, Relocation, The Government 
of Surakarta city 
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BAB I PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Kota sebagai bagian dari sebuah negara, menjadi pencerminan bagi 
negaranya, karena kota pada dasarnya merupakan tempat berkumpulnya 
penduduk dengan segala aktifitas mereka baik dalam lingkup sosial, ekonomi , 
dan budaya. Kota adalah kawasan hunian dengan jumlah penduduk relatif 
besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan 
tempat pelayanan umum. Kedudukan aktifitas ekonomi sangat penting karena 
seringkali menjadi basis perkembangan sebuah kota. Adanya berbagai 
kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan menjadi potensi perkembangan 
kawasan tersebut pada masa berikutnya. Istilah perkembangan kota (urban 
development) dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu yang 
menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, 
baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik. 
Pada umumya terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi 
perkembangan kota, yaitu: 
1. Faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk baik 
disebabkan karena pertambahan alami maupun karena migrasi. 
2. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha 
masyarakat. 
3. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan 
tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem 
informasi. 
 Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka mulai 
dari sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak, untuk mendapatkan itu 
semua harus dilakukan usaha yang ekstra. Mendapatkan kehidupan yang lebih 
baik adalah hak asasi setiap manusia, oleh karena itu usaha atau kegiatan 
manusia mencari kehidupan yang lebih baik tidak dapat dipisahkan dari 
sekitar kita.  Keinginan warga desa di daerah untuk mendapatkan penghasilan 
BAB I 
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yang tinggi dan tempat tinggal yang layak secara instan telah menjadi polemik 
bagi sebagian kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, 
Surakarta, dan sebagainya. Salah satu bentuk usaha warga desa dalam mencari 
kehidupan yang lebih baik adalah melakukan perpindahan dari asalnya yaitu 
desa menuju daerah yang dirasa lebih menjanjikan atau Kota, perpindahan ini 
disebit migrasi. Migrasi menurut KBBI (2007) adalah perpindahan penduduk 
dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Terdapat beberapa macam pola 
perpindahan penduduk, yaitu: 
1. Imigrasi : perpindahan penduduk ke luar negeri; 
2. Emigrasi : perpindahan penduduk dari luar ke dalam negeri; 
3. Transmigrasi : suatu program yang dibuat oleh pemerintah 
Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang 
padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia; dan 
4. Urbanisasi : perpindahan penduduk dari desa ke kota. 
Perkembangan kota yang baik menjadi faktor penarik yang kuat bagi 
terjadinya migrasi dari desa ke kota. Kota dirasa menjanjikan kehidupan yang 
lebih modern, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, banyak lapangan 
pekerjaan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Sedangkan faktor 
pendorongnya adalah lahan pertanian di desa yang semakin sempit, lapangan 
pekerjaan yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, memiliki impian 
kuat untuk menjadi orang kaya. Kenyataan di lapangan daya tampung dari 
kota-kota tersebut tidak seimbang dengan jumlah para transmigran. 
Kemacetan lalu lintas, munculnya pemukiman kumuh, pemukiman liar dan 
polusi karena industri merupakan contoh dari dampak urbanisasi (Waluyo dan 
Mardiansjah, 2005). Disamping itu, kendala bagi pemerintah kota untuk 
mengetahui jumlah penduduknya adalah banyaknya transmigran gelap yang 
bertambah di Kota-kota besar tiap tahunnya. 
Urbanisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak 
positifnya seperti penambahan angkatan kerja yang dapat merangsang 
pertumbuhan industri-industri dalam kota tersebut, sedangkan dampak 
negatifnya akan lebih menonjol apabila urbanisasi tidak didukung 
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ketersediaan lapangan kerja untuk pendatang yang pada umumnya 
berketrampilan rendah, penyediaan perumahan, sarana dan prasarana 
lingkungan dan hal-hal tersebut apabila tidak diperhatikan akan menjadi 
sebuah tekanan pada kota. 
Persentase migrasi penduduk dari desa ke kota yang tinggi akan 
menimbulkan gangguan pada pasar tenaga kerja. Sumber daya manusia 
berketrampilan rendah dengan jumlah yang banyak akan menimbulkan 
persaingan kerja yang lebih ketat, penurunan tingkat upah, dan peningkatan 
jumlah pengangguran, pada akhirnya berdampak pada besarnya proporsi 
masyarakat miskin di perkotaan. Golongan masyarakat miskin cenderung 
memilih bertempat tinggal di pusat-pusat kota atau pusat kegiatan kota dengan 
pertimbangan kemudahan dalam mencapai tempat kerja. Masyarakat 
berpenghasilan rendah tidak lagi memperdulikan keabsahan dalam menempati 
lahan untuk bertempat tinggal. Golongan masyarakat miskin akan mencari 
tempat atau lahan kosong yang mungkin masih bisa ditempati, di tempat 
tersebut mereka mendirikan gubug-gubug dengan bahan-bahan seadanya. 
Hunian-hunian dari masyarakat miskin dengan tanpa memperdulikan 
kepemilikan dari tanah yang ditinggali inilah yang disebut hunian liar. 
Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 
lalu dan seiring pula munculnya Reformasi berdampak pada semakin 
maraknya pertumbuhan hunian liar di wilayah-wilayah Kota Surakarta dengan 
tujuan sebagai tempat usaha, hingga pada akhirnya mereka menempati hunian 
itu sebagai tempat tinggal. Hunian liar di Kota Surakarta muncul dari 
pembangunan hunian liar di Daerah Aliran sungai/ bantaran (DAS), tanah-
tanah kosong areal PJKA dan tanah negara/ Pemkot yang tidak terawat. 
Jenis hunian liar di Kota Surakarta sebagian besar berada di garis 
sempadan (bantaran) sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo termasuk 
sungai besar yang idealnya memiliki lebar 300 meter, namun kondisi saat ini 
lebar sungai hanya 160-180 meter. Hal ini karena sungai tersebut mengalami 
permasalahan. DAS/ bantaran Bengawan Solo yang luasnya mencapai 1,9 juta 
hektare, kini hilang karena terdapat hunian liar yang didiami oleh 7,1 jiwa. 
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Disebut hunian liar karena pemukiman tersebut berada dilahan bersertifikat 
milik Proyek Bengawan Solo (PBS). Penggunaan lahan negara dan bantaran 
sungai sebagai hunian liar tersebut tentunya tanpa mengindahkan ketentuan 
dan peraturan yang ada. Di antaranya melanggar Peraturan Daerah (Perda) 
yang mensyaratkan perlu adanya kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan 
(IMB) bagi warga masyarakat yang akan mendirikan bangunan, di dalam 
Perda yng mengatur tentang perolehan IMB, disyaratkan bahwa permohonan 
IMB harus menyertakan fotokopi sertifikat tanah, serta tanda tangan Lurah 
dan Camat. Syarat administrasi ini tentunya tidak dapat dipenuhi oleh rumah-
rumah kumuh yang didirikan di atas tanah milik negara. 
Dalam skala yang luas keberadaan hunian liar di bantaran sungai 
Bengawan Solo melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Pasal 1 Butir 2 
yang menyatakan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 
dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 
yang layak huni, dan Pasal 1 Butir 3 yang menyatakan bahwa Kawasan 
permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 
baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
Pada satu sisi mendirikan rumah/ pemakaian tanah tanpa ijin yang 
berhak atau kuasanya melanggar Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, 
ancaman pidana bagi pemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya 
yang sah adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Secara yuridis formal, 
keberadaan hunian liar di bantaran sungai Bengawan Solo jelas melanggar 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan adanya rencana 
tindakan hukum dari Pemerintah Kota Surakarta dalam menuntaskan 
permasalahan tersebut. Tindakan hukum Pemerintah Kota Surakarta dapat 
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berupa relokasi terhadap hunian liar yang ada pada bantaran sungai Bengawan 
Solo. 
Pada sisi yang lain berdasarkan asas pengharapan yang wajar, dengan 
dibiarkannya masyarakat mendirikan bangunan dan menghuni bantaran sungai 
Bengawan Solo selama bertahun-tahun maka masyarakat yang menghuni 
bantaran sungai tersebut berhak mendapat tempat tinggal dari Pemerintah 
Kota Surakarta sebagai ganti hunian di bantaran sungai yang mana hal ini 
pararel dengan ketentuan pasal 28 H UUD 1945. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud 
untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penyelesaian permasalahan hunian 
liar di bantaran sungai Bengawan Solo dalam sebuah penulisan hukum 
(skripsi) yang berjudul : “KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN 
HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO” 
Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan usaha dalam melakukan suatu penelitian 
hukum yang lebih baik, terstruktur, terarah, yang dimaksudkan untuk 
memberikan penegasan terhadap masalah-masalah yang diteliti sehingga 
memudahkan dalam pengerjaannya dan mencapai tujuan yang dikehendaki. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 
masalah yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada alas hak bagi warga masyarakat untuk menggunakan 
bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian? 
2. Bagaimana dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam 
relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai 
Bengawan Solo ? 
Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas guna memberikan 
arah dalam melaksanakan penelitian agar sesuai dengan maksud 
dilaksanakannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini dikategorikan ke 
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dalam tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif merupakan tujuan 
untuk memproleh bahan hukum dalam rangka mengetahui jawaban atas 
permasalahan, sedangkan tujuan subyektif merupakan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan perorangan.  Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui ada dan tidaknya alas hak bagi warga 
masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo 
sebagai hunian. 
b. Untuk mengetahui dasar legalitas tindakan pemerintah Kota 
Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati 
bantaran sungai Bengawana Solo. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian sebagai bahan untuk 
menyusun skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum di  Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan wawasan 
serta pengetahuan penulis di bidang Hukum Administrasi Negara, 
khususnya mengenai konstruksi hukum penyelesaian hunian di 
bantaran sungai Bengawan Solo. 
c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis 
peroleh agar dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis 
sendiri dan masyarakat pada umumnya. 
Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan 
manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 
bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi 
Negara pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 
untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah di bidang hukum 
sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan sumbangan jawaban atas permasalahan yang 
telah diteliti oleh penulis. 
b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran 
dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 
masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk 
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). 
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian ini dilakukan atau 
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 
hukum lain. 
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2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu 
hukum itu sendiri, dimana ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu 
yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat prespriktif, ilmu 
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2010: 22). 
3. Pendekatan Penelitian  
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang 
digunakan, yakni pendekatan undang-undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-
undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 
93-95). 
4. Jenis Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141). Bahan 
hukum primer yang digunakan adalah: 
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria 
3) Undang Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya 
4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman perubahan atas Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1992 
5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
7) Peraturan Daerah Nomor Kota Surakarta No. 8 Tahun 1988 
Tentang Bangunan Di Kotamadya Surakarta 
b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder 
yang digunakan adalah: 
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel; 
4) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara untuk 
mendapatkan bahan hukum yang diinginkan. Dengan ketetapan 
penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum, maka diperoleh bahan 
hukum yang sesuai. Teknik pengunpulan bahan hukum yang mendukung 
dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah: 
1) Studi Dokumen 
Studi dokumen merupakan suatu metode untuk 
mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
laporan, peraturan perundang-undangan, publikasi, dan bahan 
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kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. Selanjutnya beberapa fakta hukum yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti dimintakan klarifikasi kepada pejabat 
instansi yang terkait. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan hukum ini 
menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dan 
menggunakan metode silogisme guna memperoleh bahan hukum dalam 
penelitian. Dari hal tersebut maka analisis hukum ini mengutamakan 
pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang 
terjadi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
mayor (aturan hukum) kemudian diinterpretasikan  dengan premis minor 
(fakta hukum), dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau 
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 47). 
Sistematika Penulisan Hukum 
Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, 
dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk  
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini. 
Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
Pertama dimulai dari Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
Selanjutnya adalah Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini penulis akan 
menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni tinjauan umum mengenai 
penataan ruang, tinjauan umum mengenai hak penguasaan atas tanah, tinjauan 
umum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tinjauan umum 
mengenai Ketetapan Tata Usaha Negara dan tinjauan umum mengenai hak 
bertempat tinggal sebagai hak asasi manusia. Kerangka pemikiran yang akan 
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memberikan gambaran dari kerangkan pemikiran penulis dalam melakukan 
penulisan hukum. 
Selanjutnya adalah Bab III yaitu Hasil Penelitian dan pembahasan. 
Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai pokok permasalahan yang 
telah ditentukan sebelumnya, pertama mengenai dasar hukum bagi warga 
masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai 
hunian, kedua mengenai dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta 
dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai 
Bengawana Solo. 
Kemudian pada Bab IV yang merupakan Penutup, pada bab ini penulis 
menguraikan Kesimpulan dan Saran. Pada Kesimpulan, penulis menarik 
kesimpulan berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. 
Selanjutnya Saran diberikan pada penulisan hukum ini berdasarkan usulan-
usulan yang terkandung dalam Kesimpulan 
Terakhir dalam penulisan hukum ini, penulis menyertakan Daftar 
Pustaka dan Lampiran. Pada Daftar Pustaka, penulis mencantumkan literatur-
literatur (buku, jurnal, artikel) yang digunakan penulis sebagai acuan dalam 
penulisan hukum ini. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
a. Tinjauan umum mengenai penataan ruang 
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: 
“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara 
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu keastua wilayah, tempat 
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara 
kelangsungan hidupnya” 
 
Menurut D.A Tisnaamidjaja yang dikutip oleh Juniarso Ridwan dan 
Achmad Sodik, menyebutkan bahwa ruang merupakan wujud fisik wilayah 
dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia 
dalam melakukan kegiatan hidupnya dalam suatu kualitas hidup yang layak 
(Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008: 23). Ruang sebagai salah satu 
tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya 
alam merupakan aset yang harus dimanfaatkan  secara terpadu dan seefektif 
mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, 
budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya 
pembangunan nasional yang serasi dan seimbang. 
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah: 
“Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang” 
 
Penataan ruang  sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, 
pelaksanaan, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata 
ruang  merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu 
sama lainnya. Penataan ruang dimulai dari tahap perencanaan tata ruang, yang 
mana perencanaan merupakan komponen penting dalam setiap keputusan 
sosial. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk 
menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, dengan begitu 
pelaksanaan penataan ruang dapat dilakukan pengendalian pemanfaatannya 
sehingga didapat hasil akhir yang optimal, efisien dan serasi. Menurut 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan 
ruang sendiri dimaksudkan, antara lain: 
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh dan 
berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara 
dan ketahanan nasional; 
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung 
dan kawasan budidaya; dan 
c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.  
Penataan ruang diharapkan mampu mewadahi seluruh kepentingan 
secara optimal dalam ruang itu sendiri. Tujuan dari penataan ruang adalah 
menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai sub 
wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi.  Kesesuaian dan 
keserasian antara peraturan perundang-undangan pada tingkat tinggi dengan 
peraturan pada tingkat bawah diperlukan agar tercipta suatu koordinasi dalam 
penataan ruang. Misalnya, suatu daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah 
mengenai penataan ruang, pokok-pokok pengaturannya harus sesuai dengan 
aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang penataan ruang, sehingga tidak 
terjadi persinggungan atau tumpang tindih antar peraturan.  
Kebijakan penataan ruang di Indonesia pelaksanaannya didasarkan 
pada sembilan asas penyelenggaraan penataan ruang, meliputi:  
a. keterpaduan; 
b. keserasian, keselarasan,dan keseimbangan; 
c. keberlanjutan; 
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 
e. keterbukaan; 
f. kebersamaan dan kemitraan; 
g. perlindungan kepentingan umum; 
h. kepastian hukum dan keadilan; 
i. akuntabilitas. 
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Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut merupakan 
norma-norma yang diambil/ ditetapkan untuk memayungi semua kaidah-
kaidah pengaturan penataan ruang (Herman Hermit, 2008: 69).  
Penataan ruang diklasifikasikan menurut fungsi-fungsi untuk 
menampung atau mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan tetap 
mempertimbangkan kelestarian lingkungan guna keberlanjutan ekologi demi 
generasi yang akan datang. Kegiatan penataan ruang diklasifikasikan dalam 
beberapa pokok, antara lain: 
a. Penataan ruang didasarkan pada fungsi utama kawasan, meliputi 
kawasan lindung (kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional, 
taman wisata alam), dan kawasan budaya (kawasan hutan produksi, 
kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertanahan 
keamanan) 
b. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi tata ruang, meliputi 
tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/ kota. 
c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan 
meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu 
seperti kegiatan skala besar untuk kepentingan industri, pariwisata atau 
pertanahan keamanan beserta sarana dan prasarananya.  
b. Tinjauan umum mengenai hak penguasaan atas tanah 
Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik 
dan dalam arti yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek publik (Boedi 
Harsono, 2008: 23). Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang 
dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi 
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang 
dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari 
tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. 
 
 
15 
 
 
 
Ada penguasaan yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik 
dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, seseorang memiliki tanah tidak 
mempergunakan tanahnya sendiri melainkan disewakan kepada pihak lain, 
dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan 
tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara 
yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang 
bersangkutan secara fisik. Misalnya, kreditor (bank) memgang jaminan atas 
tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan 
(jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan tanahnya tetap ada pada 
pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik  atas tanah ini dipakai 
dalam aspek privat, sedangkan penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu 
penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan 
Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) (Urip Santoso, 2010: 73-74). 
Pengertian hak penguasaan atas tanah sendiri adalah suatu rangkaian 
wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu 
mengenai tanah yang dihaki. Dalam Hukum Tanah, hak-hak penguasaan atas 
tanah dibedakan dengan kriteria/ tolak ukur yaitu sesuatu yang boleh 
diperbuat, wajib diperbuat, dan dilarang diperbuat. 
Pengaturan hak-hak penguasaan tanah dalam Hukum Tanah dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum 
Dalam hal ini, tanah sebagai objek belum dikaitkan dengan 
orang atau badan hukum sebagai pemegang haknya. Pemberian nama 
pada hak penguasaan, menetapkan isi meliputi hal yang boleh, wajib, 
dan dilarang diperbuat oleh pemegang hak, mengatur hal-hal mengenai 
subjeknya meliputi siapa yang boleh menjadi pemegang hak dan 
syarat-syarat bagi penguasaannya merupakan ketentuan-ketentuan 
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yang ada dalam pengaturan hak penguasaan atas atanh sebagai 
lembaga hukum. 
b. Hak penguasaan tanah sebagai hubungan hukum yang konkret 
Dalam pengaturan ini, sudah dihubungkan tanah sebagai objek 
dengan orang atau badan hukum sebagai subjek atau pemegang hak. 
Ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai penciptaan hubungan 
hukumnya, hal-hal mengenai pembebanan dengan hak lain, hal-hal 
mengenai pemindahan atas hak, hal-hal mengenai hapusnya hak, dan 
pembuktian atas hak tersebut. 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum 
Tanah Nasional adalah: 
a. Hak bangsa Indonesia atas tanah 
Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan 
atas tanah yang tertinggi meliputi semua tanah yang ada wilayah 
negara dalam Hukum Tanah Nasional. Hak ini menjadi sumber bagi 
hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Pengaturan atas hak ini 
diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UUPA. Hak 
bangsa Indonesia atas tanah terdiri dari dua unsur. Pertama adalah 
unsur kepunyaan yang berarti bahwa subyek atas hak bangsa 
Indonesia ada pada seluruh rakyat dan meliputi seluruh wilayah 
Indonesia. Unsur kedua adalah unsur tugas kewenangan yang berarti 
tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin 
pengurusan tanah dilaksanakan oleh negara (Boedi Harsono, 2005: 
267). 
b. Hak menguasai negara atas tanah 
Hak menguasai negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh 
negara yang berisi wewenang mengatur, merencanakan, mengelola/ 
megurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan 
negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, 
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masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan 
tanah (Winahyu Erwiningsih, 2009 : 118). 
Hak menguasai negara atas tanah besumber pada hak bangsa 
Indonesia atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah meliputi semua 
tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang 
belum maupun yang sudah dihaki dengan hak perorangan, dimana 
tanah yang belum dihaki perorangan disebut tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (tanah negara) seadangkan tanah yang sudah 
dihaki dengan hak perorangan disebut dengan tanah hak dengan 
sebutan haknya (hak milik, hak guna bangunan, dan lain-lain) 
c. Hak ulayat masyarakat hukum adat 
Hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yang intinya bahwa 
sepanjang masih ada hak ulayat pelaksanaannya masih diakui oleh 
negara dan dapat dilaksanakan sepanjang masih sesuai dengan 
persatuan bangsa dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan 
peraturan-peraturan lain yang terkait pertanahan. Menurut Boedi 
Harsono, yang dimaksud hak ulayat masyarakat hukum adat adalah 
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat dengan 
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam 
lingkungan wilayahnya. Salah satu hak ulayat adalah tanah atau 
disebut tanah ulayat, yang mana tanah ulayat pengertiannya 
merupakan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat 
masyarakat hukum adat (masyarakat yang terikat tatanan hukum adat).  
d. Hak perseorangan atas tanah, meliputi: 
1) Hak-hak atas tanah 
Berdasarkan dari segi asalnya tanah, hak atas tanah 
dibedakan menjadi dua kelompok (Urip Santoso, 2012: 91). , 
yaitu: 
a) Hak atas tanah yang bersifat primer, hak atas tanah yang 
dimaksud asalnya dari tanah negara. Macamnya adalah: hak 
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milik; hak guna usaha; hak guna bangunan atas tanah negara; 
dan hak pakai atas tanah negara. 
b) Hak atas tanah yang bersifat sekunder, hak atas tanah 
yang dimaksud asalnya dari tanah pihak lain. Macamnya 
adalah : hak guna bangunan atas tanah pengelolaan; hak guna 
bangunan atas tanah hak milik; hak pakai atas tanah hak 
pengelolaan; hak pakai atas tanah hak milik; hak sewa untuk 
bangunan; hak gadai (gadai tanah); hak usaha bagi hasil 
(perjanjian bagi hasil); hak menumpang; dan hak sewa tanah 
pertanian  
2) Wakaf tanah Hak milik 
Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah 
bekas tanah hak milik, yang oleh pemiliknya (perseroangan atau 
badan hukum) dipisahkan dari harta kekayaannya dan menjadikan 
tanah tersebut untuk selamanya sebagai tanah yang digunakan 
untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai 
dengan ajaran agama Islam (Urip Santoso, 2012: 85). 
Pengaturannya terdapat dalam Pasal 49 Ayat (3) UUPA. 
3) Hak tanggungan 
Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan 
pada hak atas tanah termasuk atau tidak termasuk benda-benda 
yang ada diatas tanah tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan 
tanah tersebut untuk jaminan atas pelunasan utang. Hak 
tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk 
menjual lelang bidang tanah yang dijadikan jaminan atas suatu 
utang apabila pihak debitur melakukan cedera janji. 
4) Hak milik atas satuan rumah susun 
Satuan rumah susun pengaturannya hanya disebutkan 
secara inplisit dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yang dimaksud 
inplisit karena tidak diatur secara rinci mengenai rumah susun 
hanya pengaturannya mengenai dapat diberikannya hak atas tanah 
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kepada sekelompok orang secara bersama-sama dengan orang 
lain. 
Menurut Soedikno Mertokusumo dikutip oleh Urip Santoso, 
wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas terhadap tanahmya dibagi 
menjadi dua (Urip Santoso, 2012: 89-90), yaitu : 
a. Wewenang umum, pemegang hak atas tanah memiliki wewenang 
untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air dan ruang 
yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penguasaan tanah. 
b. Wewenang khusus, pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang 
untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya. 
Macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 
53 UUPA dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: 
a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, hak tanah yang tetap ada selama 
UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang 
baru. Jenisnya adalah : hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; 
hak pakai; hak membuka tanah; hak sewa untuk bangunan; dan hak 
memungut hasil hutan 
b. Hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang, 
merupakan hak atas tanah yang [enetapannya dengan undang-undang. 
Jenis hak atas tanah ini belum ada. 
c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, bersifat sementara, dalam 
waktu singkat, hak atas tanah dalam bidang ini akan dihapuskan karena 
mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan bertentangan dengan 
jiwa UUPA. Macam jenisnya meliputi: hak gadai (gadai tanah); hak 
usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil); hak menumpang; dan hak sewa 
tanah pertanian. 
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c. Tinjauan umum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik 
Dalam bahasa belanda disebut dengan Algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur atau the general principles of good administration, dalam 
literatur Indonesia diterjemahkan dengan istilah Asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AAUPB). Maksud dirumuskannya asas tesebut 
adalah meningkatkan perlindungan hukum bagi administrable dari 
kemungkinan tindakan penguasa yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
warga masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, AAUPB 
belum pernah dituangkan secara resmi sehingga kekuataan hukumnya secara 
yuridis formal belum ada., tetapi di Indonesia sendiri beberapa dari asas-asas 
itu sesungguhnya juga terdapat dalam berbagai perundang-undangan. 
Misalnya mengenai asas kesamaan dalam mengambil keputusan sebagai 
implementasi dari prinsip keadilan berdasarkan persamaan hak dan kewajiban 
warga negara di hadapan hukum (equality before the law) dan 
pemerintahannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UUD 1945. 
AAUPB merupakan konsep terbuka yang disesuaikan dengan ruang 
dan waktu dimana konsep itu berada. Berdasarkan penelitiannya, Jazim 
Hamidi mengemukakan pengertian AUPB sebagai berikut. 
a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam 
lingkungan Hukum Administrasi Negara. 
b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara 
dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim 
administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang 
berwujud penetapan /beschikking), dan sebagai dasar penggugatan 
sebagai pihak penggugat. 
c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak 
tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan 
dimasyarakat. 
d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaedah hukum tertulis dan 
terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. 
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Kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak 
tertulis. Memberikan persamaan  AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis 
dapat menimbulkan salah faham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah 
dikenal bahwa antara “asas” dan “norma” itu terdapat perbedaan. Pada 
kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya 
merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal 
muncul sebagai aturan hukum yang konkrit atau tertuang secara tersurat dalam 
Pasal Undang-Undang serta mempunyai sanksi hukum (Ridwan HR, 2010: 
237). 
AAUPB memiliki arti penting (Ridwan HR, 2010: 239), yaitu: 
a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam 
melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan yang bersifat suamir, samar atau tidak jelas; 
b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat 
dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara; 
c. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat 
menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau 
pejabat Tata Usaha Negara; dan 
d. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif 
dalam merancang suatu undang-undang. 
Dalam melakukan tindakan pemerintahan, khususnya dalam kaitan 
penyelenggaraaan pemerintahan, selain berdasarkan peraturan perundang-
undangan, tetapi juga harus mengacu dan memperhatikan AAUPB. Terkait 
dengan AAUPB, H.A. Muin Fahmal mengemukakan bahwa  prinsip yang 
terdapat Algemene Beginselen van Behorjilk yang dikemukakan De’ Monchy 
dihadapan Perlemen Belanda pada Tahun 1950, kemudian oleh komisi Vander 
Gritten pada tahun 1952 oleh Crince Le Roy menyebut sembilan dan 
diakomodasikan dalam Yurisprudensi Belanda Tahun 1975 menjadi sepuluh. 
22 
 
 
 
Selanjutnya oleh Koentjoro Poerbopranoto, menyebut tiga belas asas 
(Koentjoro Poerbopranoto, 1985: 28),  yaitu: 
a. Asas kepastian hukum, asas ini menghendaki setiap keputusan badan 
atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar 
menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan 
sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim 
adminstrasi. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu 
lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum 
material terkait erat dengan asas kepercayaan. Sedangkan aspek yang 
bersifat formal terkait pada keputusan-keputusan yang 
menguntungkan, dan harus disusun dengan kata-kata yang jelas; 
b. Asas kesamaan keseimbangan, artinya hukuman jabatan yang 
diberikan kepada seorang pejabat harus terdapat keseimbangan dengan 
kesalahan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara 
hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas 
ini menghendaki adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau 
kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang 
sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan 
seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian 
hukum; 
c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yaitu menghendaki 
agar administrasi negara dalam mengambil tindakan yang sama dalam 
kasus yang sama pula. Badan pemerintah harus mengambil tindakan 
yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang 
faktanya sama; 
d. Asas bertindak cermat atau seksama. Dengan asas ini, administrasi 
negara harus bertindak cermat. Pemerintah atau administrasi bertindak 
cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara; 
e. Asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini mempunyai dua 
aspek yaitu keputusan administrasi negara harus beralasan dan 
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motivasinya harus benar dan terang. Setiap keputusan badan-badan 
pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup 
sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin 
alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan; 
f. Asas jangan menyalahgunakan wewenang. Asas ini terjadi bilamana 
suatu alat pemerintahan menggunakannya untuk menyelenggarakan 
suatu kepentingan umum yang tidak seuai dengan aturan dasarnya, 
aspek wewenang tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah 
ditentukan dalam undang-undang artinya pejabat tata usaha negara 
tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang 
ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan 
wewenang melampaui batas ; 
g.  Asas permainan jujur, yaitu menghendaki administrasi negara harus 
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mencari keadilan dan 
kebenaran, setiap warga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 
mencari kebenaran dan keadilan serta membela diri sebelum 
dijatuhkan putusan; 
h. Asas keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang. bahwa 
pejabat tata usaha Negara harus proporsional, sesuai, seimbang, selaras 
dengan hak setiap orang dengan memperhatikan nilai-nilai yang 
berlaku ditengah masyarakat, apabila alat pemerintahan bertentangan 
dengan hal tersebut maka keputusan administrasi tersebut dapat 
dibatalkan; 
i. Asas pemenuhan pengharapan yang wajar. asas ini menghendaki 
agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus 
mengabulkan harapan warga Negara walaupun tidak menguntungkan 
bagi pemerintah ; 
j. Asas meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan, asas ini 
menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan maka yang 
bersangkutan atau yang terkena keputusan harus diberikan ganti rugi 
atau kompensasi atau pengembalian nama baik agar tidak terjadi 
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kerugian akibat keputusan administrasi yang menimbulkan kerugian 
yang sesungguhnya tidak perlu; 
k. Asas perlindungan cara hidup pribadi, asas ini menghendaki 
pemerintah melindungi hak setiap warga negara yang merupakan 
konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan 
melindungi hak asasi setiap warga negara; 
l. Asas kebijaksanaan,  asas ini menghendaki pemerintah dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan 
keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada 
peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis; dan 
m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, menghendaki supaya 
pemerintah mengedepankan kepentingan umum (H.A. Muin 
Fahmal,2006 : 49-54). 
d. Tinjauan umum mengenai ketetapan tata usaha negara 
Ketetapan tata usaha negara merupakan istilah umum dari keputusan 
administrasi negara. Ketetapan tata usaha negara sebagai keputusan 
administrasi merupakan satu pengertian yang sangat umum yang dalam 
praktik bentuknya dapat beraneka ragam, dalam bahasa Belanda Ketetapan 
tata usaha negara biasa disebut beschikking. Beschikking memuat norma 
hukum yang bersifat individual dan konkrit sebagai keputusan pejabat tata 
usaha negara atau administrasi negara. 
Ketetapan atau beschikking merupakan bentuk keputusan yang khusus. 
Ketetapan lebih dikhususkan pembuatannya untuk menyelesaikan suatu hal 
yang lebih konkrit, dan terlebih dulu telah diketahui oleh administrasi negara, 
ketetapan hanya memberikan hak dan kewajiban kepada kepada pihak atau 
individu yang secara tegas disebut dalam ketetapan tersebut. 
Beberapa definisi beschikking menurut para ahli, antara lain: 
a. Van der Pot mengatakan  bahwa beschikking itu adalah:  
“De rechtshandelingen der bestuursorganen, hun wilsverklaringen 
voor het bijzonderegeval, gericht op een wijziging in de wereld der 
rechtsverhoudingen” 
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Dijelaskan bahwa ketetapan merupakan tindakan hukum yang 
dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak mereka 
dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan 
perubahan dalam lapangan hubungan hukum (Djenal Hoesen 
Koesoemahatmadja, 1983: 47) 
b. Definisi beschikking menurut Utrecht: 
Ketetapan itu adalah suatu perbuatan pemerintahan dalam arti 
luas khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti sempit.  
Perbedaannya dengan undang-undang adalah bahwa undang-undang 
merupakan perbuatan pemerintah dalam arti kata luas yang khusus 
bagi lapangan perundang-undangan, sedangkan keputusan hakim 
merupakan perbuatan pemerintahan dalam arti kata luas yang khusus 
dalam lapangan mengadili (Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 
1983: 48-49). 
Menurut Utrecht, beschikking dapat dibedakan menjadi tiga 
(Jimly Assiddiqie, 2008: 255), yaitu: 
1) ketetapan positif dan negatif 
2) ketetapan deklaratoir versus ketetapan konstitutif 
3) ketetapan yang berisi: dispensasi; izin (vergunning); 
licentie; konsesi. 
Unsur-unsur ketetapan tata usaha negara pada prinsipnya dapat 
ditinjau dari empat segi (Riawan Tjandra. 2010: 24), yaitu : 
a. Ditinjau dari segi pembuatnya: Dikeluarkan oleh Badan atau 
Pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan kegiatan 
yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).   
b. Ditinjau dari wujud materiilnya: Berisi tindakan hukum tata 
usaha negara yaitu tindakan Hukum Administrasi Negara yang 
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan baik di 
pusat maupun di daerah.  
c. Ditinjau dari sifatnya: Konkrit, individual, dan final 
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d. Ditinjau dari segi akibatnya: Menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata  
e. Tinjauan umum mengenai hak bertempat tinggal sebagai hak asasi 
manusia 
a. Pengertian hak asasi manusia 
Hak asasi manusia (HAM) / human rights di Indonesia telah 
diatur dalam UUD 1945, dengan hal tersebut maka HAM secara resmi 
telah menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau constitutional 
rights. Pengertian HAM sebagaimana tertulis dalam rumusan Pasal 1 
Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia: 
“Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 
dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintahan dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan terhadapa harkat martabat 
manusia” 
 
Artinya, yang dimaksud sebagai HAM adalah hak yang melekat 
pada setiap diri pribadi manusia. HAM (the human rights) berbeda 
dengan hak warga negara (the citizen’s rights). Perlu diketahui bahwa 
tidak semua hak warga negara merupakan HAM, tetapi dapat dikatakan 
bahwa semua HAM merupakan hak warga negara (Jimly Assiddiqie, 
2008: 616). 
Perkembangan teori dan praktek perlindungan HAM secara 
umum dibagi menjadi tiga tahap generasi, sesuai dengan pengelompokan 
menurut bidang-bidang yang memiliki kesamaan. HAM pada generasi 
pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik, HAM pada generasi 
kedua berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, 
dan setelah perkembangan generasi kedua tersebut, konsepsi HAM terus 
tumbuh dan selanjutnya berada pada tahap ketiga yang berkaitan dengan 
hak-hak yang bersifat individual dan kolektif, termasuk di dalamnya 
konsep tentang hak atas pembangunan (right to developement). 
27 
 
 
 
Generasi pertama mengenai hak-hak sipil dan politik. Hak-hak 
sipil mencakup antara lain (Jimly Assiddiqie, 2008: 623): 
1) hak untuk menetukan nasib sendiri; 
2) hak untuk hidup; 
3) hak untuk tidak dihukum mati; 
4) hak untuk tidak disiksa; 
5) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang; dan 
6) hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak 
berpihak. 
Sedangkan hak-hak politik antara lain mencakup  (Jimly 
Assiddiqie, 2008: 623); 
1) hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat; 
2) hak untuk berkumpul dan berserikat; 
3) hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan 
hukum; dan 
4) hak untuk memilih dan dipilih. 
Generasi kedua mengenai hak-hak dibidang ekonomi, sosial, dan 
budaya, yang menyangkut hak-hak ekonomi dan sosial antara lain (Jimly 
Assiddiqie, 2008: 624): 
1) hak untuk bekerja; 
2) hak untuk mendapatkan upah yang sama; 
3) hak untuk tidak dipaksa bekerja; 
4) hak untuk cuti; 
5) hak atas makanan; 
6) hak atas perumahan; 
7) hak atas kesehatan; dan 
8) hak atas pendidikan  
Dalam generasi kedua, disebutkan salah satunya adalah hak atas 
perumahan, hak atas perumahan sangat diakui eksistensinya oleh 
instrumen Internasional karena hak atas perumahan merupakan dasar 
penting dalam mengokohkan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan 
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budaya. Hak atas perumahan adalah bentuk nyata terpenuhinya hak 
hidup yang layak, dengan begitu maka hak pangan, hak kesehatan dan 
hak-hak fundamental lain akan terpenuhi. Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) melalui Pusat Permukiman PBB atau UN-Habitat mulai 
menyuarakan pengakuan terhadap hak atas perumahan dengan Deklarasi 
Vancouver tentang Permukiman Manusia pada tahun 1976, diikuti 
dengan Proklamasi Tahun Internasional untuk Tempat Tinggal bagi 
Orang yang tidak Memiliki Perumahan pada tahun 1987 dan Ketetapan 
PBB tentang Strategi Global untuk Permukiman hingga tahun 2000. 
(Majda el Muhtaj, 2009:141-143). 
Sedangkan hak asasi di bidang budaya antara lain (Jimly 
Assiddiqie, 2008: 624) : 
1) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; 
2) hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan; dan 
3) hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta 
(hak cipta). 
Generasi ketiga mengenai pengertian hak-hak dalam 
pembangunan, mencakup antara lain (Jimly Assiddiqie, 2008: 624) : 
1) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat; 
2) hak untuk memperoleh perumahan yang layak; dan 
3) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. 
b. Pengertian hak bertempat tinggal 
Hak bertempat tinggal diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 yang 
menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dewasa ini telah 
disadari bahwa penyediaan perumahan yang layak, sehat, aman, dan 
serasi serta teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan 
merupakan faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dalam 
masyarakat adil dan makmur.  
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Negara secara tegas mengakui hak-hak masyarakatnya atas 
sarana perumahan dan permukiman yang layak yaitu dengan 
diundangkannnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman (Bagir Manan, 2001: 78). Selanjutnya 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman, dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak 
untuk menempati dan/ atau menikmati dan/ atau memiliki rumah yang 
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria 
2. Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa 
Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya 
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Permukiman dan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman perubahan atas Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1992 
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 
tentang Sungai 
6. Peraturan Daerah Nomor Kota Surakarta No. 
8 Tahun 1988 Tentang Bangunan Di 
Kotamadya Surakarta 
 
 
 
 
Penggunaan bantaran sungai 
Bengawan Solo sebagai 
hunian oleh warga 
masyarakat 
1. Dasar hukum 
bertempat tinggal 
2. Penataan perumahan 
dan permukiman 
 
Ada atau tidak dasar legalitas 
relokasi hunian di bantaran sungai 
Bengawan Solo 
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Keterangan : 
Kerangka pemikiran ini mencoba menggambarkan alur pikir penulis 
dalam mengangkat, menelaah, menggambarkan, dan menjabarkan serta 
menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian hukum ini yang 
berjudul Konstruksi Hukum Penyelesaian Hunian di Bantaran Sungai 
Bengawan Solo. 
Penggunaan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian oleh 
masyarakat merupakan sebuah tindakan ilegal. bantaran sungai Bengawan 
Solo adalah lahan bersertifikat milik Proyek Bengawan Solo (PBS), 
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini memberikan tindakan hukum atas 
pembangunan hunian liar oleh masyarakat yaitu dengan relokasi. Kebijakan 
relokasi ini harus memiliki dasar legalitas yang jelas. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat untuk 
menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian 
Fungsi utama sungai adalah menampung curah hujan dalam suatu 
daerah dan mengalirkannya ke laut. Namun, pada kenyataannya sungai yang 
melintasi Kota Surakarta dalam hal ini sungai Bengawan Solo telah 
mengalami pergeseran fungsi, dari fungsi utama sungai sebagai saluran 
pembuangan air hujan guna mengantisipasi banjir, dengan kawasan bantaran 
sebagai ruang terbuka hijau saat ini kawasan di sekitar sungai justru dijadikan 
sebagai tempat tinggal yang justru mengancam kelestarian sungai itu sendiri. 
Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan semakin tingginya 
jumlah permintaan lahan permukiman yang pada akhirnya akan merdampak 
pada meningkatnya nilai suatu lahan permukiman. Tingginya harga lahan 
menyulitkan kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan kaum miskin 
untuk memperoleh perumahan formal yang layak sebagai tempat tinggal 
Menjamurnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sekitar bantaran 
sungai didorong oleh semakin tingginya jumlah penduduk yang memilih 
menetap di kota Surakarta. Permukiman yang semakin padat menyebabkan 
pilihan untuk bertempat tinggal semakin sempit dan salah satu ruang yang 
dimanfaatkan adalah kawasan bantaran sungai dan kawasan di luar bantaran 
sungai akan tetapi sangat beresiko terkena banjir yang berasal dari sungai 
apabila terjadi luapan air. 
Perumahan dan permukiman di kawasan bantaran sungai dan luar 
bantaran sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta, berdasarkan aspek 
legalitas kepemilikan lahan, dapat dibagi menjadi dua kelompok permukiman, 
yaitu : 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
32 
33 
 
 
 
 
Gambar 2. Ilustrasi Perumahan di kawasan bantaran 
a. Perumahan yang berada di atas tanah milik (Zona A) 
Masyarakat yang menghuni perumahan secara legal sesuai aturan 
yang berlaku dengan memiliki bukti kepemilikan sertifikat.  
b. Perumahan yang berada di atas tanah Negara yang digolongkan 
sebagai bangunan liar/ ilegal (Zona B) 
Masyarakat yang menghuni secara swadaya membangun rumah 
secara ilegal di kawasan bantaran sungai yang sebenarnya bukan 
untuk perumahan dan permukiman karena resiko tinggi bencana 
banjir. 
Sesuai dengan batasan penelitian yang akan dibahas, penulis akan 
menguraikan mengenai ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat 
untuk menggunakan bantaran sungai sebagai hunian. 
1. Definisi Tanah Bantaran 
Tanah bantaran identik dengan pengendapan hasil pengangkutan 
sedimentasi karena adanya erosi. Pengendapan adalah proses daur ulang 
geologi yang merupakan pelapukan, pengikisan, pengangkutan batuan yang 
kadang kala menyebabkan terjadinya penurunan dan pengangkutan dari dasar 
lapisan sedimentasi oleh gaya-gaya geologi.  
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Sedimentasi akan dominasi apabila kekuatan arus / gaya dari agen 
transportasi mulai menurun, sehingga dibawa titik daya angkutannya, maka 
bahan-bahan yang beada di dalam suspensi akan mulai terendapkan. Dari 
pendapat tersebut disimpulakan bahwa kecepatan pengendapan suatu bahan 
akan tergantung dari gaya beratnya sehingga bahan-bahan yang kasar lebi 
dahulu terendapkan menyusul bahan-bahan yang lebih halus (Samari, 1983: 
3). Jadi sedimentasi adalah proses pengendapan bahan-bahan di alam yang 
biasanya dipengaruhi oleh faktor alam seperti angin, air,es,  tempat 
pengendapan biasanya di daerah yang berbentuk cekung atau lembah. 
Kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh curah hujan/iklim, tingkat 
pelapukan, erosi dan arus (Samari, 1983 : 5). Dapatlah di tarik kesimpulan 
bahwa tanah bantaran adalah tanah yang timbul di pinggiran atau di tengah 
sungai, danau atau laut akibat endapan lumpur, pasir yang di bawa oleh air, 
berlangsung terus-menerus.  
Pengertian lain mengenai tanah bantaran adalah tanah yang timbul 
secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di 
bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di 
percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan (Yolin Rani, 1989 : 31 
)  . Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tanah bantaran dapat terjadi 
dengan sendirinya tapi kadang kala di percepat oleh bantuan manusia dan 
lingkungan.  
Penjelasan definisi bantaran sungai tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pada pasal 1 ayat 8  dan 
tercantum juga pada  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat No: 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 
Garis Sempadan Danau pasal 1 ayat 9. Kedua peraturan ini menjelaskan 
bahwa “Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki 
tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai”. 
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2. Landasan hukum yang terkait dengan tanah bantaran 
a. Undang Undang Dasar 1945 
Secara konstitusional Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 
3 disebutkan : ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. Dari bunyi pasal diatas dapat kita ambil makna 
mendasar mengenai status hukum tanah bantaran, bahwa tanah 
bantaran termasuk dalam wilayah kekuasaan negara. dan pemanfaatan 
tanah bantaran untuk kemakmuran rakyat, penggunaannya diatur lebih 
rinci dengan undang-undang dan peraturan pemerintah  
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) 
Pengaturan pada UUPA lebih kepada penjelasan dan penjabaran lebih 
lanjut dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, utamanya mengenai 
kebijakan di bidang pertanahan Di dalam UUPA tidak satupun pasal 
yang mengatur secara tersurat dan tegas tentang tanah bantaran. pasal 1 
ayat 2 UUPA menyebutkan “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 
Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah 
bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional”, Kaitannya dengan status hukum tanah bantaran, 
pasal diatas sejalan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, terkandung 
dalam kata kekayaan nasional, memperjelas lagi bahwa tanah bantaran 
merupakan tanah milik negara. 
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
Dalam undang-undang ini pada pasal 139 disebutkan “Setiap orang 
dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar 
kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan 
permukiman.”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, jelas bahwa tanah 
bantaran sungai bukan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi 
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perumahan dan permukiman, sehingga secara tegas negara melarang 
pendirian bangunan perumahan di atas tanah bantaran sungai. 
Selanjutnya pada pasal 140 disebutkan “Setiap orang dilarang 
membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang 
berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang”. 
Kaitannya dengan tanah bantaran sungai, bahwa melalui pasal 140, 
negara melarang warga masyarakat membangun perumahan di atas 
tanah bantaran sungai, karena bantaran sungai merupakan kawasan 
yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi warga masyarakat yang 
mendiaminya dengan resiko terkena luapan banjir dari sungai yang 
langsung berhadapan. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai  
Pada pasal 33 ayat 2, disebutkan “Dalam hal di dalam sempadan 
sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, 
perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: 
a. menanam tanaman selain rumput; 
b. mendirikan bangunan; dan 
c. mengurangi dimensi tanggul.” 
Terkait dengan bantaran sungai sebagai pengendali banjir. dalam 
peraturan ini secara tegas melarang penggunaan bantaran sungai untuk 
didirikan bangunan.  
B. Dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi 
warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo 
Surakarta, juga disebut Solo atau Sala, adalah kota yang terletak di 
provinsi Jawa Tengah, Indonesia, terhitung pada tahun 2010 berpenduduk 
503.421 jiwa dan kepadatan penduduk 13.636/km
2
. Kota Surakarta terletak di 
antara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang 
Selatan, Kota dengan luas 44 km
2
 ini berbatasan dengan Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan 
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Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota Solo terletak pada jalur 
strategis, yang mempertemukan jalur dari arah Jakarta ke Surabaya atau Bali, 
dari arah Semarang dan dari Yogyakarta menuju Surabaya dan Bali, atau 
sebaliknya. 
Tanggal 16 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota Solo era modern. 
Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (Sragen), Kabupaten Wonogiri, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali 
(SUBOSUKAWONOSRATEN). Karesidenan Surakarta dihapuskan pada 
tanggal 4 Juli 1950 dan Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi 
Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati 
(Sragen), Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Boyolali yang dulunya merupakan wilayah karesidenan Surakarta 
secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta 
kesemuanya berdiri sendiri sebagai Kabupaten di luar Kota Surakarta. 
Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh 
seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang 
lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah : 
 Kecamatan Pasar Kliwon (57110): 9 kelurahan, meliputi : 
Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Kauman, 
Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan 
Baluwarti, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan 
Sangkrah.  
 Kecamatan Jebres (57120): 11 kelurahan, meliputi : 
Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan 
Pucangsawit, Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan 
Purwodiningratan,  Kelurahan Tegalharjo, Kelurahan Kepatihan 
Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Sewu, Kelurahan 
Jagalan. 
 Kecamatan Banjarsari (57130): 13 kelurahan, meliputi : 
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Kelurahan Keprabon, Kelurahan Timuran, Kelurahan Ketelan, 
Kelurahan Punggawan, Kelurahan Kestalan, Kelurahan Gilingan, 
Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Banyuanyar, 
Kelurahan Sumber, Kelurahan Manahan, Kelurahan Mangkubumen, 
Kelurahan Setabelan. 
 Kecamatan Lawiyan (disebut juga Laweyan, 57140): 11 kelurahan, 
meliputi : 
Kelurahan Penumping, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Purwosari, 
Kelurahan Kerten, Kelurahan Jajar, Kelurahan Karangasem, Kelurahan 
Pajang, Kelurahan Sondakan, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Bumi, 
Kelurahan Panularan. 
 Kecamatan Serengan (57150): 7 kelurahan, meliputi : 
Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kratonan, 
Kelurahan Tipes, Kelurahan Serengan, Kelurahan Danukusuman, 
Kelurahan Joyotakan. 
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Peta wilayah kota Surakarta dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:  
 
Sumber: www.surakarta.go.id, 2013 
Gambar 2. Peta wilayah Kota Surakarta. 
Banjir Kota Surakarta tahun 2007 
Pada tanggal 25 Desember 2007 di sekitar Kota Surakarta telah terjadi 
hujan lebat sehingga air dari bengawan Solo meluap dalam waktu yang sangat 
singkat. Pada tanggal 26 Desember 2007 antara jam 04.00 – 07.00 wib luapan 
air dari bengawan solo semakin tinggi sekitar kurang lebih 4 m di sepanjang 
bantaran bengawan solo sehingga rumah yang berada di bantaran bengawan 
tersebut ketinggiannya sampai 4 m sedangkan banjir yang masuk ke rumah 
perkampungan di seberang bengawan ketinggiannya rata-rata 1,5 m di seluruh 
kecamatan Jebres dan kecamatan pasar kliwon. Kondisi rumah di 
perkampungan tidak begitu parah sedangkan rumah yang di tepi bantaran 
bengawan solo rata-rata rusak berat dan ringan banyak perabotan rumah yang 
hilang dan rusak akibat terseret banjir. 
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Banjir sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir setiap tahun 
disebabkan karena Kota Surakarta terletak diantara 3 gunung api yaitu sebelah 
Timur Gunung Lawu dan sebelah Barat Gunung Merapi dan Merbabu, dan 
dibagian timur dilalui oleh Sungai Bengawan Solo, mengakibatkan Wilayah 
Kota Surakarta berada pada cekungan di tambah berdasarkan hasil interpretasi 
citra diperoleh sungai purba Bengawan Solo yang sudah menjadi lembah 
berkelok-kelok secara alamiah berpotensi rawan banjir. Dari masa yang lalu 
telah tercatat berkali-kali banjir yang pernah terjadi di Kota Surakarta. Sejarah 
mencatat banjir besar yang cukup berarti pada masa yang lalu sampai 
sekarang, yaitu yang terjadi pada bulan Maret 1966, Maret 1968, Maret 1973, 
Februari 1974, Maret 1975, Januari 1982, Desember 2007, Pebruari 2009 
Peristiwa banjir tahun 2007 yang menenggelamkan permukiman 
sekitar sungai Bengawan Solo menjadi bencana banjir yang sangat besar di 
Kota Surakarta. Berikut adalah jumlah bangunan yang menjadi korban banjir 
pada tahun 2007 secara umum, meliputi kawasan bantaran maupun di luar 
bantaran : 
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Tabel 1. Data bangunan korban banjir Kota Surakarta 
 
No Kecamatan Kelurahan Bantaran 
Luar Bantaran 
Jumlah 
Berat Ringan 
1 Jebres Pucang Sawit 300 282 342 924 
Sewu 363 101 121 585 
2 Psr Kliwon Sangkrah 294 114 134 542 
Semanggi 339 93 101 533 
Joyosuran 57 406 491 954 
3 Jebres Jebres 218 118 139 475 
Gandekan 0 10 10 20 
Jagalan 0 464 527 991 
Sudiroprajan 0 35 40 75 
4 Psr Kliwon Psr. Kliwon 0 0 7 7 
Kedung Lumbu 0 62 71 133 
5 Serengan Joyontakan 0 505 624 1129 
Jumlah 1571 2190 2607 6368 
 
Sumber :Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta 
 
Dari wawancara dengan Bapak Sukendar Tri Cahyo Kemat, Kepala 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta 
(Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta) menjelaskan, Pemerintah Kota 
Surakarta dalam menanggapi banjir di sekitar bantaran sungai Bengawan Solo, 
berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. pada pasal 5 disebutkan “Pemerintah dan 
pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana”. Pada peristiwa banjir tahun 2007 di sungai 
Bengawan Solo, sesuai data beberapa daerah Kota Surakarta terkena dampak 
luapan sungai Bengawan Solo. Konsekuensinya, Pemerintah Kota Surakarta 
bertanggung jawab atas warga Kota Surakarta yang terkena dampak banjir 
tersebut. 
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Selanjutnya dalam pasal 8 UU No 24 Tahun 2007, disebutkan secara 
rinci mengenai tanggung jawab pemerintah daerah mengenai penanggulangan 
bencana dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta, yaitu : 
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi: 
a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. 
b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana 
c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko 
bencana dengan program pembangunan; dan 
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam 
 
Sesuai poin b pada pasal 8 diatas, bentuk tanggung jawab pemerintah 
Kota Surakarta dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama 
warga Solo yang terkena dampak banjir, Pemerintah Surakarta memberikan 
solusi jangka panjang dengan program Relokasi kepada warga yang bertempat 
tinggal di kawasan yang beresiko tinggi terkena luapan banjir dari Bengawan 
Solo, dengan harapan agar di masa mendatang tidak ada lagi warga 
masyarakat yang terkena luapan banjir. 
Dari wawancara dengan Bapak Sukendar Tri Cahyo Kemat, Kepala 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta 
(Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta) menjelaskan, bahwa program 
relokasi permukiman di bantaran sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta 
dilatar belakangi oleh luapan banjir sungai Bengawan Solo dan juga anak 
sungai yang ada di Kota Surakarta. Luapan banjir sungai Bengawan Solo 
terjadi hampir setiap tahun ketika musim penghujan dan mengakibatkan 
permukiman penduduk yang berada di bantaran sungai menjadi korban dan 
menanggung kerugian akibat dari banjir tersebut. 
Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas 
berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat 
lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan 
dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan 
lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi merupakan bagian 
dari pemukiman kembali (resettlement) di lokasi yang baru di luar kawasan 
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rawan bencana (Kemenpu, 2011). Jha et al. (2010) mendefinisikan relokasi 
sebagai sebuah proses dimana permukiman masyarakat, aset dan infrastruktur 
publik dibangun kembali di lokasi lain. 
Pelaksanaan relokasi harus memperhatikan sejarah pelaksanaan 
relokasi pada masa lalu, sehingga dapat sebagai acuan tentang pelaksanaan 
relokasi selanjutnya. 
“Relocation Projects Must Avoid the Mistakes of Past Projects in 
Selecting a Location and Supporting the Relocated Community. In 
providing land ownership in new locations, governments must be 
careful not to fall into the same traps as historic relocation efforts. 
Government policies to redistribute significant plots of titled land 
in isolated areas tend to produce high concentrations of poverty.55 
For example, in World Bank funded dam projects that include 
forcible removal programs like the Narmada Dam in India,56 
individuals have been stripped of their land and placed in 
resettlement colonies that lack sufficient services and economic 
opportunities for the colony inhabitants.57 Further, past 
resettlement programs have proven extremely costly with 
establishment of agricultural production in the new region, 
development of infrastructure, and construction of housing, 
schools, and hospital.” (Holly D.Lange. 2010 : 621) 
 
Dalam melaksanakan relokasi setelah terjadinya, ada beberapa prinsip 
yang harus dipegang sebagai pedoman. Jha et al. (2010) menyebutkan 
beberapa prinsip tentang relokasi, yaitu :  
a. Perencanaan relokasi yang efektif adalah yang bisa membantu 
membangun dan melihat secara positif. 
b. Relokasi bukanlah sebuah pilihan yang harus dilakukan karena resiko 
bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk pada suatu 
permukiman daripada memindahkan seluruh permukiman. 
c. Relokasi bukan sekedar merumahkan kembali manusia, namun juga 
menghidupkan dan membangun kembali masyarakat, lingkungan dan 
modal sosial. 
d. Lebih baik menciptakan insentif yang mendorong orang untuk 
merelokasi daripada memaksa mereka untuk meninggalkan 
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e. Relokasi seharusnya mengambil tempat sedekat mungkin dengan 
dengan lokasi asal mereka. 
f. Masyarakat di lokasi yang akan ditempati merupakan salah satu yang 
mendapatkan dampak dari relokasi dan harus dilibatkan dalam 
perencanaan. 
Berdasarkan Tata Cara Pelaksanaan Penataan Kawasan Relokasi yang 
disusun oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dikutip oleh 
Fakhrudin Martanto
 
dan Saut Aritua H. Sagala (2014 : 71). Relokasi harus 
mempertimbangkan bahwa penerima dampak relokasi merupakan pihak yang 
dinilai rentan (vulnerable person). Dengan mempertimbangkan hal itu, maka 
dalam pelaksanaan relokasi harus mengikuti beberapa prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
a. Pemindahan bersifat sukarela. 
b. Penerima dampak mendapatkan penghidupan yang setara atau lebih 
baik dari sebelum relokasi.  
c. Penerima dampak mendapatkan kompensasi penuh selama proses 
transisi. 
d. Meminimalisir kerusakan jaringan sosial dan peluang ekonomi. 
e. Memberikan peluang pengembangan bagi penerima dampak. 
f. Demokratis, partisipatioris, terbuka dan akuntabel.  
g. Kemandirian dan Keberlanjutan. Penyelenggaraan kegiatan relokasi 
memperhitungkan dengan cermat kondisi pasca relokasi dan menjamin 
berjalannya proses menuju kemandirian dan keberlanjutan kehidupan 
dan penghidupan serta pengelolaan dan pengembangan lingkungan 
permukiman relokasi.  
Program relokasi harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman dan aturan yang ada, karena relokasi juga beresiko berdampak 
kurang baik bagi masyarakat. Cernea (1996 dalam Badri et al., 2006) 
menyebutkan bahwa pemukiman kembali bisa menyebabkan dampak negatif 
yang signifikan terhadap penduduk yang dimukimkan kembali (khususnya 
anggota masyarakat yang paling rentan) melalui beberapa faktor : 
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a. hilangnya perumahan dan tanah, dan kurangnya sanitasi 
(menyebabkan kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya). 
b. penurunan kualitas kualitas pendidikan dan kesempatan kerja 
(seseorang yang direlokasi mungkin tidak lagi memiliki akses ke 
lahan pertanian dan perusahaan) 
c. gangguan pada jaringan dukungan sosial (individu kegiatan sosial 
tidak pernah dapat dipulihkan dan tersebar mungkin mengalami 
kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari keluarga 
dan teman-teman). 
d. hilangnya aset budaya  
Dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, salah satu asas yang 
harus digunakan dalam pengambilan tindakan oleh pejabat administrasi negara 
adalah asas legalitas atau wetmatingheid yaitu bahwahsetiap tindakan pejabat 
administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang 
melandasinya). Apalagi Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas 
adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Asas legalitas 
merupakan dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yaitu 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Asas legalitas 
(wetmatigheid van het bestuur) merupakan asas yang selalu dijunjung oleh 
setiap negara hukum. Tindakan pemerintah meletakkan suatu kewajiban 
kepada rakyatnya hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari 
wakil-wakilnya di parlemen. Asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana 
yang berbunyi “nullum delictum sine praevia lege poenali” (tidak ada 
hukuman tanpa undang-undang), dalam hukum administrasi negara juga 
dikenal istilah “het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers 
bindende bepalingen op de wet moeten berusten” (asas legalitas menentukan 
bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada 
undang-undang) 
Kaitannya dengan program relokasi di Kota Surakarta. Pemerintah 
Kota Surakarta dalam hal ini sebagai badan administrasi, setiap tindakan atau 
kebijakan harus berdasarkan peraturan hukum sebagai landasannya. Menurut 
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Hans Kelsen mengemukakan teori hukum murni yang didasari filsafat 
neokantianisme dalam filsafat hukum. Hans Kelsen mengemukakan teori 
hukum yang “murni” (the pure theory of law), yaitu  Hukum harus 
dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, 
politis, historis, bahkan etis. Kelsen memahami pure theory of law-nya 
sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum. Ia berulang-ulang kali 
menulis bahwa satu-satunya tujuan pure theory of law adalah kognisi atau 
pengetahuan tentang objeknya. Tepatnya ditetapkan sebagai hukum itu sendiri 
(Hans Kelsen, 2009 : 3) 
Hukum berkaitan dengan bentuk dan bukan isi, karena itu keadilan 
yang merupakan isi hukum harus Nerada di luar hukum. Hukum mungkin 
tidak adil tapi merupakan hukum karena dibuat oleh penguasa. Bagi kaum 
positivist, hukum dan moral harus dipisahkan dengan tegas (Darji 
Darmodiharjo dan Sidharta, 1981 : 121). Menurut Hans Kelsen, antara ilmu 
Hukum yang merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan hukum 
positif di satu pihak dengan politik hukum sebagai suatu usaha untuk 
menegakkan keadilan di lain pihak harus dibedakan. Kekuatan pengaruh 
dari ajaran Hans Kelsen ini terletak pada upayanya yang senantiasa 
menyingkirkan setiap pertanyaan yang timbul, baik dari hukum positif 
pada umumnya maupun dari ajaran positivisme hukumnya sendiri. 
Positivisme hukum ini tampaknya seolah-olah menolak filsafat hukum, 
namun secara diam-diam menyatakan dirinya sebagai suatu filsafat 
hukum.  
Hukum tidak menuntut adanya suatu kepastian yang absolut 
tentang kebenaran suatu keputusan. Sekalipun pengadilan itu memang 
harus memutuskan secara benar, namun juga memberikan keputusan atas 
permintaan para pihak dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh 
para pihak pula. Bagaimanapun keputusan haruslah diambil. Dalam 
konteks yang demikian itu, menuntut agar dapat dicapai kepastian.  
Teori Hukum murni menurut Hans Kelsen dapat dikaitkan dengan 
pelaksanaan program relokasi di Kota Surakarta, yaitu program relokasi 
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harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang berkaitan dengan relokasi. 
 Ahli hukum lain, Ten Berge mengemukakan aspek yang harus di 
perhatikan atau di pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu : 
a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi 
perbedaan interpretasi. 
b. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara minimal 
c. Peraturan harus sebanyak Mungkin di arahkan pada kenyataan 
yang secara objektif dapat di tentukan 
d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena 
peraturan itu dan mereka yang di bebani dengan tugas 
penegakan hukum. 
Ten Berge juga mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum, 
yaitu :  
a. Asas Legalitas, ditandai dengan pembatasan kebebasan warga 
negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam 
undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-
undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap 
warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-
wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. 
Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus 
ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-
undang formal). 
b. Perlindungan hak-hak asasi manusia. 
c. Pemerintahan berdasar hukum 
d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan 
hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum 
dilanggar. Pemerintahan harus menjamin bahwa di tengah 
masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. 
Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum 
melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik 
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secara prinsip merupakan tugas pemerintah. 
e. Pengawasan  oleh  hakim  yang  merdeka. Superioritas hukum 
tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya 
dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam 
setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang 
merdeka. 
Kebijakan pemerintah Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 dan Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 2-A tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ganti Rugi Bagi 
Pemegang Hak Milik Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-
Anak Sungainya dalam program relokasi warga bantaran merupakan 
implementasi hukum. Dalam bukunya “The Morality of Law” dikutip oleh 
Gunawan Widjaja (2006 : 18), Loan Fuller  menyebutkan ada 8 syarat 
suatu hukum disebut baik. Fuller menemukan bahwa ada delapan hal yang 
menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. 
Kedelapan hal tersebut oleh Fuller disebut dengan delapan desiderata. 
Delapan desiderata itu selanjutnya oleh Fuller dijabarkan sebagai 
persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja 
baik dalam masyarakat. Kedelapan hal tersebut adalah: 
a. Generality 
Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 
Peraturan tersebut mengatur mengenai perilaku tertentu dari setiap 
anggota masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut diawasi 
dalam pelaksanaannya. Undang-undang harus dibuat bukan untuk 
kepentingan dari orang, golongan atau suatu kelompok tertentu, 
dan karenanya harus diterapkan dan berlaku secara umum 
b. Promulgation 
Peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Pengumuman yang 
harus dilakukan agar peraturan perundangundangan yang dibuat 
tersebut dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat dan 
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karenanya dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota 
masyarakat tersebut 
c. Prospectivity 
Undang-undang tidak boleh berlaku surut, Suatu peraturan yang 
telah diundangkan dan diumumkan kepada masyarakat luas, sudah 
selayaknya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengumuman 
tersebut dilakukan. Membolehkan peraturan secara berlaku surut 
berarti akan merusak integritas peraturan yang ditujukan  untuk 
berlaku bagi waktu yang akan datang. 
d. Clarity 
Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti. Setiap undang_undang yang dibuat dan diundangkan 
serta dipublikasikan haruslah memberikan rumusan yang mudah 
dimengerti, khususnya terhadap hal-hal yang diharapkan untuk 
dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat tersebut. 
e. Consistency or avoiding contradiction 
Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. Undangundang yang dibuat secara 
inkonsisten, yang tidak sejalan antara satu peraturan undang-
undang dengan undang-undang lainnya akan membuat undang-
undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. 
Penafsiran hukum yang dilakukan tidak boleh keluar dari konsepsi 
hukum yang telah ada 
f. Possibility of obedience 
Dalam setiap sistem hukum, pembuat undang-undang selayaknya 
tidak membuat suatu undang-undang yang tidak mungkin dapat 
dilaksanakan atau dipenuhi. Peraturan-peraturan tidak boleh 
mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan 
g. Constancy through time or avoidance of frequent change 
Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah peraturan sehingga 
menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. Pada 
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prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk diberlakukan dalam 
jangka waktu yang lama, dan karenanya maka suatu undang-
undang tidak selayaknya diubah secara terus-menerus. 
h. Congruence between official action and declared rules. 
Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari. pemahaman yang baik dan tepat, serta 
tidak adanya kepentingan pribadi dalam menerapkan undang-
undang dan peraturan pelaksanaannya, merupakan syarat mutlak 
untuk menciptakan sistem hukum yang baik. 
Dari wawancara dengan Bapak Drs. Sukendar Tri Cahyo Kemat, Msi, 
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta 
(Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta) menyebutkan sebagai bentuk nyata 
perlindungan jangka panjang warga masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta 
mengesahkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 yang memuat 
tentang acuan pelaksanaan program relokasi yang sebelumnya sudah berjalan. 
Pada pasal 25 angka (8) disebutkan “Rencana sistem pengendalian banjir 
terdiri atas pengendalian banjir jangka panjang dan jangka pendek, di 
kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah 
Putih, Kali Pepe Hilir, KaliWingko, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, dan Kali 
Tanggul, antara lain : 
a. mengembangkan jalur hijau di sepanjang sungai dan kali. 
b. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan 
normalisasi sungai. 
c. menetapkan badan air berupa saluran dan sungai sesuai 
peruntukannya. 
d. pengembangan prasarana dan sarana untuk pengendalian 
banjir di pintu air di sepanjang Sungai dan kali. 
e. penyediaan sumur resapan lebih lanjut akan diatur dalam 
Peraturan Walikota.” 
Pada poin (a) menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan program 
relokasi, kawasan bekas permukiman penduduk di kawasan bantaran sungai 
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akan dikembangkan oleh pemerintah Kota Surakarta sebagai jalur hijau guna 
pengendalian banjir jangka panjang. Selanjutnya pada pasal 36 angka (1) 
huruf (a) disebutkan “Sungai Bengawan Solo yang melalui kota memiliki 
garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar 
sepanjang kaki tanggul”.  
Sebagai dasar pelaksanaan program relokasi dalam kaitannya dengan 
ganti rugi bagi warga yang memiliki hak milik. Walikota Surakarta pada tahun 
itu Bapak Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 
2-A tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ganti Rugi Bagi 
Pemegang Hak Milik Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-
Anak Sungainya. Peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan ganti rugi bagi 
warga yang memiliki hak milik yang termasuk dalam program relokasi yang 
dilaksanakan pemerintah Kota Surakarta 
 
Program relokasi warga bantaran sungai Bengawan Solo 
1. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta mengenai Perumahan dan 
Pemukiman 
Dari wawancara dengan Bapak Sukendar Tri Cahyo Kemat, Kepala 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta 
(Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta) menjelaskan bahwa relokasi warga 
bantaran sungai Bengawan Solo erat kaitannya dengan masalah Perumahan 
dan Permukiman di Surakarta, merupakan permasalahan yang menyangkut 
pada agenda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbatasnya 
akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan 
perumahan dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni 
perumahan yang layak dan sehat adalah masalah utama yang dihadapi 
masyarakat miskin di Kota Surakarta. Mereka umunya tinggal di wilayah slum 
area, Daerah Aliran Sungai (DAS)/ bantaran, tanah-tanah kosong PJKA dan 
tanah negara/ Pemkot yang tidak terawat. Dengan kepadatan yang tinggi dan 
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terbatasnya sarana sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih, hal ini 
juga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kesehatan keluarganya. 
Relokasi merupakan salah satu bentuk nyata urban redevelopment dan 
dalam pelaksanaanya harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat. 
“Urban redevelopment may be necessary to meet the public goals of 
urban modernization, but the development projects should serve to 
benefit all urban residents equitably. To achieve an equitable 
redevelopment that truly serves the public, displaced residents’ 
power to demand relocation assistance should be balanced against 
the developers’ power to implement public projects. Furthermore, as 
it carries out the redevelopment projects, the government should 
heed the fact that the right to housing is a basic right for all people 
and that relocation assistance for displaced residents is 
indispensible to protect this fundamental human right.” (Jihye Kim, 
2010 : 612) 
 
Dalam kaitannya dalam penanganan permasalahan Perumahan dan 
Permukiman maka Pemerintah Kota Surakarta mempunyai visi “Semua Orang 
Menghuni Rumah Yang Layak Dalam Permukiman Yang Sehat”. Dari visi 
tersebut, misi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 
1) Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan 
dan permukiman. 
2) Mendorong pertumbuhan wilayah dan keserasian antar wilayah. 
3) Mewujudkan lingkungan permukiman perumahan yang sehat, aman, 
teratur, rukun, produktif dan berkelanjutan. 
Untuk mewujudkan visi dan misi perumahan dan permukiman 
tersebut, ada beberapa kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota, 
antara lain : 
1) Pembangunan rumah baru secara masal untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
2) Program peremajaan kota, khususnya pada kawasan kampung yang 
berada dalam pusat kota (Urban Renuwal) 
3) Penyediaan lahan dengan prasarana dasar. 
4) Program perbaikan kampung. 
5) Program tabungan perumahan bagi warga. 
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Dalam tujuan Pembangunan Kota Surakarta telah ditegaskan bahwa 
pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada : 
1) Peningkatan dan pengembangan melalui usaha-usaha penyediaan 
pembangunan, perbaikan perumahan agar memenuhi syarat kesehatan, 
rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera bagi masyarakat khususnya 
masyarakat berpenghasilan rendah. 
2) Pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip 
swadaya gotong-royong. 
3) Penyuluhan tentang perbaikan perumahan dan permukiman. 
4) Penciptaan lingkungan permukiman yang layak, bersih dan aman. 
5) Pembangunan perumahan dan permukiman harus mampu memperluas 
penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 
6) Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan perumahan 
dan permukiman oleh pemerintah, usaha swasta dan koperasi 
masyarakat. 
Dalam memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak 
dan sehat maka arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta yaitu dengan (RPJMD Kota Surakarta, 2010) : 
1) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan. 
2) Menyempurnakan berbagai sumber peraturan perundangan yang dapat 
menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan. 
3) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam 
pembangunan perumahan yang layak dan sehat. 
4) Meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap perumahan 
yang layak dan sehat. 
5) Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi 
masyarakat miskin dan golongan rentan. 
54 
 
 
 
2. Tujuan dan Sasaran Program Relokasi di Kota Surakarta 
Tujuan program relokasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Surakarta 
berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukendar Tri Cahyo Kemat dan tujuan 
yang dimuat dalam Perwali Surakarta no 2-A tahun 2012,  yaitu : 
1) Menyelamatkan warga masyarakat yang selalu kebanjiran setiap tahun 
dengan memindahkan/ merelokasi rumah-rumah tidak layak huni yang 
berada di bantaran ke lokasi yang lebih aman dan layak. 
2) Menata lahan bantaran sungai untuk mengembalikan bantaran sungai 
sesuai peruntukannya, sebagai pengendalian banjir dan lahan hijau. 
3) Membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terbebas 
dari bencana banjir 
Sasaran program relokasi yaitu rumah di daerah bantaran sungai 
sebanyak  1571 rumah. Lokasi yang mendapat program relokasi merupakan 
daerah bantaran sungai Bengawan Solo dan anak sungai Bengawan Solo yang 
tersebar di 6 kelurahan. Berikut adalah kelurahan yang mendapat bantuan 
relokasi di Kota Surakarta. 
Tabel 1. Jumlah Rumah yang Direlokasi di Kota Surakarta 
 
No Kelurahan Jumlah 
1 Pucangsawit 300 
2 Sewu 363 
3 Sangkrah 249 
4 Semanggi 339 
5 Joyosuran 57 
6 Jebres 218 
Total 1571 
Sumber :Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta 
 
Program relokasi di Kota Surakarta berdasarkan atas kepemilikan 
tanah yang direlokasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 
a) Relokasi terhadap bangunan yang berada di atas tanah milik 
 Tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor : 2-A Tahun 2012 
pasal 3 ayat 1, yaitu “Sasaran kegiatan pemberian bantuan, sebagai 
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berikut: a. pemegang hak milik atas tanah yang berada di bantaran 
Sungai Bengawan Solo dan anak-anak Sungainya di wilayah 
Kota.Surakarla sebagaimana tersebut dalam Keputusan Walikota 
Nomor 362(07-A( t(2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan 
Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya, 
Sebagai Kawasan Pengendali Banjir Kota Surakarta. 
b) Relokasi terhadap bangunan yang berada di atas tanah Negara yang 
digolongkan sebagai bangunan liar/ ilegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Powerpoint Paparan Program Relokasi Pemkot Surakarta 2013 
 
Gambar 2. Bagan program Relokasi pemerintah Kota Surakarta 
Sampai dengan penelitian ini dilakukan, kelompok A, yaitu 
masyarakat dengan rumah yang berada di atas tanah milik masih dalam 
proses. Sedangkan kelompok B yaitu masyarakat dengan rumah yang berada 
di lahan illegal diberikan dana bantuan program sebesar 22,3 juta rupiah untuk 
membangun kembali permukiman. 
Penanganan 
Pasca 
Bencana Banjir 
Renovasi 
 4.797 rumah 
diluar bantaran 
Relokasi 
1.571 rumah 
dalam bantaran 
Di Ttanah negara 
933 rumah 
telah direlokasi 
Di Tanah Hak Milik 
578 rumah 
dalam proses  
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3. Pelaksanaan Program Relokasi di Kota Surakarta 
a. Kepanitian pelaksanaan program relokasi di Kota Surakarta 
Dalam program relokasi di Kota Surakarta agar berjalan baik, maka ada 
beberapa pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya. Berikut adalah 
kelembagaan dalam program relokasi di Kota Surakarta : 
1) Tim Tingkat Kota 
Kelompok kerja program relokasi pada tingkat Kota memiliki tugas 
dan fungsi :  
a) Mengkordinir pelaksanaan pemberian bantuan program relokasi 
kepada warga penerima 
b) Melakukan verifikasi pengajuan permohonan bantuan program 
relokasi 
c) Menetapkan warga penerima bantuan relokasi 
d) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program relokasi  
e) Melaksanakan pengadaan tanah dalam rangka untuk merelokasi 
pemukiman 
f) Menyusun guidance dan site plan bangunan relokasi 
g) Menetapkan dan menyerahkan ganti rugi atas tanah yang haknya 
akan  dilepas atau diserahkan termasuk bangunan, tanaman dan 
benda-benda lain yang berada di atas tanah. 
Tim program relokasi pada tingkat kota terdiri dari beberapa instansi 
dengan BAPERMAS PP PA dan KB sebagai leading sektornya 
2) Kelompok Kerja Tingkat Kelurahan 
Dalam pelaksanaan program relokasi dibentuk Pokja Induk sebagai 
kelompok kerja tingkat kelurahan yang dilegitimasi dengan SK 
Walikota. Pokja Induk dipilih berdasarkan musyawarah bersama 
antara warga dengan kelurahan dan LMPK. Pokja Induk memiliki 
fungsi dan tugas sebagai berikut :  
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a) Menginventarisasi atau mendata warga yang berhak 
mendapatkan bantuan program relokasi 
b) Mengiringi proses relokasi 
c) Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) serta 
mendokumentasikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan 
3) Kelompok Kerja Tingkat Kelompok 
Pada tingkat kelompok (penerima program) dibentuk Sub Pokja. 
Sub Pokja ini dibentuk untuk mewakili dari masyarakat yang 
menerima program. Sub Pokja memiliki tugas dan fungsi untuk 
mendampingi masyarakat penerima program dalam proses 
pembangunan rumah serta mengusulkan rencana kebutuhan 
pembangunan kepada Kelompok Kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Relokasi Kota Surakarta 
 
Gambar 3. Mekanisme Kerja Panitia Pelaksanaan Program Relokasi 
 
b. Prosedur Pelaksanaan Program Relokasi di Kota Surakarta 
Pelaksanaan relokasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka untuk memindahkan 
Masyarakat Penerima 
Bantuan Relokasi 
Tim Program Relokasi 
Tingkat Kota 
Pengadaan Lahan dan  
Pembangunan Rumah 
Pokja Relokasi Kelurahan 
/ Pokja Induk 
Pokja Penerima Bantuan  
Relokasi/ Sub Pokja Permukiman Baru 
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masyarakat yang bertempat tinggal di daerah bantaran sungai 
Bengawan Solo dan anak sungai yang terkena bencana banjir serta 
dalam rangka untuk menata daerah bantaran sungai. Dalam 
melaksanakan program relokasi, pemerintah Kota Surakarta telah 
menetapkan prosedur dalam pelaksanaannya. Berikut adalah prosedur 
dalam pelaksanaan program relokasi di Kota Surakarta. 
1) Pengajuan Bantuan Program Relokasi 
Sebelum mendapatkan dana bantuan program relokasi yang 
diberikan oleh pemerintah Kota, maka prosedur pertama kali yang 
dilakukan yaitu pengusulan permohonan bantuan program relokasi. 
Tahapannya meliputi : 
a) Musyawarah Warga (Rembug Warga) 
Dalam rembug warga yang dilakukan adalah musyawarah 
antara calon penerima bantuan program relokasi dengan Pokja 
yang difasilitasi oleh kelurahan. Materi musyawarah dalam 
rembug warga tersebut adalah menyepakati susunan kelompok 
kerja di tingkat kelurahan dan menunjuk Sub Pokja serta 
mengidentifikasi kelengkapan data calon penerima program. 
b) Pengajuan Proposal 
Pengajuan proposal permohonan bantuan program dilakukan 
secara kolektif oleh Pokja. Proposal terdiri dari : 
 Daftar calon penerima program 
 KTP dan KK calon warga penerima program 
 Daftar susunan Pokja Kelurahan 
 Surat perjanjian yang menyatakan untuk tidak 
memindahtangan kepada pihak lain minimal 5 tahun 
c) Verifikasi Pengusulan/ Proposal 
Verifikasi dilakukan untuk menetapkan warga yang akan 
mendapatkan program bantuan dengan SK Walikota. 
Persyaratan yang diverifikasi yaitu : 
 Statu kependudukan calon penerima program 
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 Penerima program adalah pemilik tanah dan bangunan 
 Kondisi rumah calon penerima program 
d) Pengajuan Bantuan Program 
Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya ditetapkan daftar 
warga penerima program melalui SK Walikota, Bapermas PP 
PA dan KB akan mengajukan permohonan kepada Walikota 
melalui DPPKAD untuk mencairkan dana bantuan program 
relokasi. 
2) Pencairan Dana Bantuan Program Relokasi 
Untuk mencairkan dana bantuan program relokasi, ada beberapa 
proses yang dilakukan, yaitu : 
a) Melakukan penelitian dan kelengkapan berkas proposal yang 
diajukan oleh Pokja. Penelitian tersebut meliputi surat 
keterangan siap jual beli dari notaries dan site paln lokasi yang 
dijadikan sebagai lokasi relokasi. 
b) Melaksanakan proses perjanjian hibah daerah yang 
ditandatangani oleh warga penerima program 
Setelah kedua proses tersebut terlaksana maka pemerintah Kota 
melalui DPPKAD menyerahkan dana bantuan program relokasi 
secara bertahap melalui rekening ketua Pokja  
3) Penggunaan Dana Bantuan Program Relokasi 
Dana bantuan program relokasi yang diberikan pemerintah Kota 
kepada warga dalam pelaksanaannya harus digunakan sesuai 
dengan apa yang telah ditetapkan. Penggunaan dana bantuan 
program relokasi adalah  sebagai berikut   (Powerpoint Bantuan 
Relokasi 2007, Bapermas PP PA dan KB, 2012) : 
a) Bantuan dengan penerima program relokasi bangunannya 
berada di atas tanah Negara 
 Pembelian tanah Rp 12.000.000,- . Lokasi dipilih oleh 
warga sendiri yang dikoordinir oleh Pokja 
 Fasilitas umum Rp 1.800.000,- 
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 Pembangunan rumah Rp 8.500.00,- . Pembangunan rumah 
dilakukan oleh warga dikoordinir oleh Pokja ( kekurangan 
dana pembangunan rumah merupakan partisipasi 
masyarakat 
b) Bantuan dengan penerima program relokasi bangunannya 
berada di atas tanah milik 
 Ganti rugi tanah sesuai hasil appraisal independen dari tim 
pemerintah Kota 
 Bantuan rehabilitasi rumah Rp 8.500.000,- 
4) Pelaksanaan Program Relokasi 
Pelaksanaan program relokasi dilakukan oleh masyarakat sendiri 
sesuai hasil musyawarah rembug warga penerima program, mulai 
dari tahap pemilihan lokasi sampai tahap pembangunan rumah 
5) Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban dibuat setelah program relokasi selesai 
dilakukan sebagai laporan atas program yang dilaksanakan. Warga 
Penerima Hibah (WPH) melalui Pokja membuat laporan 
pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan program. Laporan 
pertanggungjawaban terdiri atas : 
a) Rincian penggunaan bantuan 
b) Foto kondisi rumah setelah relokasi 
c) Sertifikat tanah atas nama WPH dari BPN  
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BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 
penulis terhadap ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat dalam 
menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian dan dasar 
legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga 
masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo yang 
dikemukakan di dalam Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut: 
a. Tidak ada alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan tanah 
bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian. Kesimpulan tersebut 
diperoleh berdasarkan bahwa hunian yaitu perumahan dan 
permukiman harus didirikan di kawasan yang memang diperuntukkan 
sebagai kawasan permukiman dan perumahan sebagaimana 
disyaratkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman pada pasal 139 dan bantaran sungai adalah 
kawasan yang dikembangkan sebagai jalur hijau guna pengendali 
banjir sehingga dilarang mendirikan bangunan di atasnya sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 
Sungai Pada pasal 33 ayat 2 
b. Dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi 
warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo 
adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. yaitu pada pasal 5 disebutkan “Pemerintah dan pemerintah 
daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana”. Warga masyarakat Surakarta disekitar 
sungai Bengawan Solo terkena luapan banjir. sehingga pemerintah 
Kota Surakarta sebagai wakil pemerintah pusat yang mengurusi kota 
BAB IV 
PENUTUP 
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Surakarta wajib bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang 
berdampak pada warga masyarakat Solo 
B.  Saran 
Dari hasil simpulan tersebut diatas. penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Hendaknya, Pemerintah Kota Surakarta melakukan pengawasan lebih 
terhadap daerah-daerah di sekitar kawasan sungai agar sesuai dengan 
peruntukannya, melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai 
perumahan dan permukiman terhadap masyarakat terutama pada 
masyarakat yang berpenghasilan rendah karena kemungkinan 
membangun hunian secara ilegal agar masyarakat lebih paham tentang 
pendirian perumahan. 
2. Hendaknya, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program 
relokasi dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang terkait, 
agar hak-hak masyarakat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat 
terjamin setelah dilakukan program relokasi 
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